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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, akhirnya penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian yang dilakukan pihak penyidik 

Polsek Batudaa, pelaksanaanya berdasarkan ketentuan yang ada dalam 

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen pelaksanaan 

penyidikan tindak pidana. Jika dilihat dari pelaksanaan penyidikan yang 

dilakukan oleh pihak Penyidik Polsek Batudaa dalam memberantas kasus 

tindak pidana perjudian belum maksimal. Hal ini dikarenakan dari tahun ke 

tahun masi terdapat peningkatan kasus tindak pidana perjudian sehingga efek 

jerah belum timbul dalam masyarakat. Oleh karenanya diperlukan trobosan 

baru untuk memberantas tindak pidana perjudian yang ada di wilayah hukum 

Polsek Batudaa yakni Kecamatan Batudaa dan Kcamatan Tabongo. 

2. Faktor yang menghambat penyidik dalam penyidikan yaitu: 

1. Faktor Internal 

Kurangnya jumlah personil khususnya penyidik dalam melakukan 

penanganan tindak pidana perjudian, Kurangnya sarana yang memadai bagi 

penyidik dalam melaksanakan tugas. Hal ini dapat memperlambat 
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pemberantasan tindak pidana perjudian yang ada di Wilayah hukum 

Kepolisian Sektor Batudaa. 

2. Faktor Eksternal 

Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat akan 

perjudian, pandangan masyarakat yang terkesan biasa saja terhadap 

perjudian dan menganggap kasus perjudian bukan perkara besar, 

masyarakat sekitar berusaha menutup-nutupi para pelaku yang terlibat, 

kurangnya kerjasama yang terjalin dengan aparat penegak hukum. Sehingga 

susah untuk mengungkapkan kasus pejudian tersebut demi menemukan 

tersankanya. 

 Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong 

masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat 

yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acuh tak acuh terhadap hukum 

yang berlaku itu dalam kehidupanya, akibatnya masyarakat akan hidup 

tanpa adanya aturan hukum sehingga mereka menjadi tidak tertib dan 

ketidaktertiban inilah yang mendorong munculnya kejahatan dimana-mana 

termasuk perjudian. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Bagi pihak penyidik maupun anggota yang bersangkutan yang ada di Polsek 

Batudaa diharapkan untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan dan 

juga diharapkan lebih serius menyikapi dan menindak lanjuti dengan tegas 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyakit masyarakat ini supaya hukum 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

2. Aparat penegak hukum diharapkan untuk meningkatkan patroli ke tempat-

tempat yang mungkin menjadi potensi terjadinya tindak pidana perjudian.  

3. Perlunya diadakan penyuluhan berulang-ulang kali kepada masyarakat supaya 

masyarakat memahami dan menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari 

bermain judi. Supaya masyarakat dapat membantu dalam penanganan dan 

penindakan terhadap pelaku-pelaku judi, dan mampu bekerja sama dan 

memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana perjudian disekitar 

lingkunganya kepada pihak Kepolisian. 

4. Masyarakat hendaknya dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan bantuan 

pengawasan, penanganan tindak pidana perjudian dengan cara saling 

kordinasi jika terdapat praktek perjudian dilingkunganya. 
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